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Tersangka tindak pidana pembunuhan tetap harus memperoleh perlindungan 
hukum meskipun ia melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, Hak- 
hak tersangka terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dan 
peraturan lainnya. Untuk menjamin hak tersangka dipenuhi diperlukan penegak 
hukum yang jujur dan adil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
karya ilmiah hukum ini adalah melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu 
menganalisa perundang-undangan dan peraturan-peraturan tentang perlindungan 
hukum terhadap tersangka, apakah sudah sesuai dengan penerapannya di Polresta 
Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan peraturan 
perlindungan tersangka di Polresta Surakarta dalam kasus pembunuhan sudah 
sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia apabila tersangka 
sudah didampingi kuasa sehingga hak- haknya sebagai tersangka sudah dipenuhi. 
Tetapi bila tersangka bulum didampingi dari awal penyidikan maka kuasa hukum 
akan kesulitan untuk mendampingi dipersidangan karena ada BA penolakan kuasa 
hukum.  
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The murder suspect must still have legal protection even if he commits the crime 
of losing the life of another person, The rights of the suspect are formulated in the 
Criminal Code and other regulations. To ensure the rights of suspects are met, 
honest and fair law enforcement is required. The approach method used in the 
research of this legal scientific work is through the juridical-normative approach, 
which is to analyze the legislation and regulations on the legal protection of the 
suspect, whether it is in accordance with its application in Polresta Surakarta. The 
conclusion of this research is the application of regulation of suspect protection in 
Surakarta Police in murder case is in accordance with applicable criminal 
procedure law in Indonesia if the suspect has been accompanied by the power so 
that his rights as suspect have been fulfilled. But if the suspect is accompanied by 
the beginning of the investigation then the attorney will be difficult to accompany 
the court because there is a lawyer's rejection BA. 
 








Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini 
secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi:  
”Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas 
kekuasaan belaka (Machtsstaat)” .  
Disebut pula bahwa:  
”Pemerintah Indonesia berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak 
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas “).  
Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga 
UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 
”Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Kejahatan merupakan perilaku yang melanggar  hukum, undang-undang, dan 
norma yang tumbuh di masyarakat, dan salah satu bentuk kejahatan adalah 
pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan 
yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. ” 
Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena 
pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.  
Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat dengan pembunuhan 
berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 
bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia”. Pengertian nyawa adalah yang 
menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti 
menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut  
“pembunuhan”. 
Dalam undang-undang, tentang kejahatan pembunuhan diatur dalam 
Rumusan Pasal 338 KUHP berbunyi:  
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. 
Pasal 339 berbunyi: 
3 
 
 “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hokum, 
diancam dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama dua puluh tahun”. 
 Serta Pasal 340 berbunyi:  
 “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu 
pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati 
atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara 
selama-lamanya 20 tahun”. 
Walaupun pembunuh dianggap tercela, tidak manusiawi tetapi pelaku 
pembunuhan tetap harus mendapat perlindungan hukum. Sehingga ia memiliki 
hak untuk membela diri sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945  menentukan  
”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  mempertahankan hidup 
dan kehidupannya,”  
Serta dalam proses penyidikan tersangka tidak dapat memperoleh 
diskriminasi sesuai Pasal 28 I ayat (2) yang berisi  
 ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu”. 
Menurut M. Yahya Harahap, bahwa “KUHAP telah mengangkat dan 
menempatkan tersangka atau terdakwa, dalam kedudukan yang berderajat, sebagai  
makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. 
Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi (his entity and 
dignity as a human being)”. Sehingga “tersangka harus ditempatkan pada 
kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai 




2. METODE PENELITIAN 
Tahap penyelidikan dan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan 
perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap 
ini menjadi urusan dan tanggung jawab Institusi kepolisian. Sekalipun kedua 
tahap ini berada dikepolisian namun keduanya memiliki tujuan dan wilayah kerja 
yang berbeda. Pasal 1 angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa: 
“Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-
undang ini”  sedangkanpenyelidikan ini adalah tindakan untuk mendahului  
penyidikan. Sedang  penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan 
pengertian opsporing(Belanda) dan investigation(Inggris) atau penyiasatan 
(Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut. 
“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkannya.” 
Dalam Pasal 112 KUHAP, penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan 
menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka 
dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah 
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan 
dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut,dan ayat dua 
menyebutkan Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia 
tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas 
untuk membawa kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa Pemeriksaan 
didahului dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan alasan 
pemanggilan, serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya 
panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlakuan penyidik terhadap tersangka pembunuhan di Polresta Surakarta 
berdasarkan Hak Asasi Manusia 
Dalam penegakan hak asasi manusia diterapkan pula asas persamaan“Asas 
persamaan dihadapan hukum adalah asas yang tidak membeda-bedakan seorang 
tersangka dari bentuk apapun. Tersangka meskipun seorang pejabat atau seorang 
dari kalangan bawah, itu akan mendapat perlakuan yang sama dalam proses 
penyidikan. Tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi dalam semua proses 
hukum, tersangka tidak akan mendapat perlakuan khusus karena status jabatan, 
kaya, ataupun miskin. Dalam hukum, tidak ada fasilitas atau hal-hal yang 
membedakan seseorang itu kaya atau miskin atau seseorang itu pejabat atau 
bukan. Seorang polisi pun apabila melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai 
Undang-undang yang berlaku. Dalam proses tersebut tidak ada kekhususan atau 
perlakuan yang berbeda dengan tersangka lain yang bukan seorang polisi. Dalam 
melakukan penyidikan, penyidik memang patuh pada hukum atau aturan yang 
berlaku, tetapi penyidik juga menggunakan hati nurani dalam proses penyidikan. 
Hati nurani ini untuk menghormati hak-hak seseorang meskipun orang itu adalah 
pelaku kejahatan, jadi meskipun pembunuh tetap diperlakukan sama dengan 
tersangka lain kecuali tersangka tersebut dibawah umur atau di bawah 
pengampuan misalnya gangguan jiwa ”. 
Andang sebelum diputus oleh pengadilan masih berstatus Tahanan, kemudian 
dilakukan penahanan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 
ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan  
penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur menurut undang-undang, dan 
andang tempatkan di Rutan di Surakarta. 
3.2 Hak tersangka dalam proses penyidikan 
Polisi mengetahui adanya tindak pidana setelah mendapat laporan dari 
masyarakat tentang adanya laporan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. 
Laporan tersebut maksudnya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 
karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, 
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dalam kasus pembunuhan di Surakarta bukti permulaannya adalah laporan dari 
saksi Nur Rofik yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga(RT) bahwa telah 
terjadi kasus pembunuhan dengan tersangka Andang Yunardo dan korban Rudi 
Giyarto melalui telephon.Seperti pada Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa 
perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jadi sebelum melakukan 
pemeriksaan atau penangkapan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan untuk 
mengumpulkan bukti permulaan.Bukti permulaan ini dibutuhkan penyidik untuk 
akhirnya memeriksa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. 
Tanpa adanya bukti-bukti, penyidik tidak berani untuk melakukan pemeriksaan 
bahkan penyidik tidak berani melakukan penangkapan Seperti dalam pasal 18 ayat 
1(satu) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara 
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada 
tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan 
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa serta ayat 2 (dua) Dalam hal tertangkap 
tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa 
penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada 
kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.  
Andang tertangkap tangan melakukan pembunuhan sehingga Nur rofik dapat 
mengamankan tersangka tanpa surat perintah perintah penangkapan dan ia 
menelephone Polresta Surakarta untuk menyerahkan tersangka. Sehingga dua 
petugas datang disertai surat penangkapan. 
Setelah mengetahui adanya laporan mengenai suatu peristiwa yang patut 
diduga sebagai tindak pidana petugas piket segera melakukan tindakan 
penyelidikan.Sehingga pada tanggal 18 mei 2015 sekitar pukul 17. 15 dua Polisi 
ditugaskan menjemput Andang Yunardo di Rumah ketua Rt dan membawa ke 
Polres Surakarta.Korban sendiri setelah ditusuk dibawa ke Rumah sakit Panti 
Waluyo dalamkeadaan sekarat.Setelah meninngal dipindahkan ke Rumah Sakit 
Moewardi untuk di Autopsi. 
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Andang mengakui membunuh kepada penasihat hukum dengan alasan ia hanya 
membela diri, kalau ia tidak membela diri maka dia yang akan terbunuh. 
Andang tidak diberikan ganti rugi dan rehabilitasi, karena dalam KUHAP 
tersangka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi apabila penangkapan, 
penahanan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah atau apabila 
putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebaskarena tindak pidana yang 
didakwakantidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan 
merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.Karena Andang terbukti 
membunuh maka tidak ada Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. 
Dari hasil penelitian di atas tentang Implementasi hak-hak tersangka diketahui 
bahwa hak-hak tersangka tersebut sudah diberikan atau di Implementasikan 
karena Andang dari awal didampingi kuasa hukum dari Mawar Sharon.Hak yang 
sudah diberikan antara lain: Hak menyelesaikan perkara, hak persiapan 
pembelaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan bantuan 
hukum, hak diberitahukan, menghubungi dan menerima kunjungan keluarga, hak 
diadili pada siding terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi a de charge dan 
saksi ahli dan hak meminta banding. 
Sedangkan hak-hak yang belum diberikan atau tidak digunakan oleh tersangka 
adalah hak mendapatkan juru bahasa karena Andang cukup mengerti bahasa yang 
digunakan dalam penyidikan, hak berkirim surat juga tidak digunakan karena 
keluarga dan kuasa hukum dapat langsung bertemu sehingga tidak perlu surat 
menyurat. 
Bahwa kendala-kendala yang sering dialami oleh penyidik untuk 
mewujudkanhak-hak tersangka pada kasus pembunuhandiatas adalah: 
3.3 Faktor pengalaman kerja dan kurangnya pengetahuan penyidik tentang hak 
asasi manusia 
Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh 
tersangka. Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 50-68 KUHAP.Pengetahuan polisi 
terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi 
itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui 
tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa 
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mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi 
di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, 
maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan 
pengetahuan tentang hak-hak tersangka. 
Kurangnya jumlah aparat penyidik sedangkan kasus kejahatan banyak sehingga 
penyidikan dapat berjalan secara lambat sehingga ada beberapa tersangka yang 
lama menjalani proses penyidikan.  
Dalam kasus lain apabila tersangka memiliki cacat fisik seperti tidak bisa 
bicara (tuna rungu) maka penyidikakan kesulitan meminta keterangan karena 
tidak tersedia tenaga ahli yang mengerti bahasa tersangka tersebut, maka penyidik 
harus meminta bantuan kepada seorang yang ahli dibidangnya.Sehingga dalam 
mencari seorang ahli tersebut membutuhkan waktu sehingga tersangka tidak dapat 
langsung ditangani.Jadi asas persamaan dihadapan hukum kurang bisa di terapkan 
karena orang cacat fisik atau orang dalam pengampuan memang harus 
diperlakukn khusus. 
Tersangka memberikan keterangan secara berbelit- belit dan menghambat 
penyidikansehingga penyidikan berjalan lambat, tetapi sekarang dalam penyidikan 
tidak ada kekerasan sehingga harus mencari barang bukti lain seerti keterangan 
saksi bila barang bukti kurang. 
Dalam mendampingi tersangka ada kalanya tersangka tidak dari awal 
didampingi sehingga penyidik mengeluarkan Ba penolakan kuasa hukum dan 
dipersidangan kuasa hukum akan kesulitan untuk mendampingi tersangka. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional 
diatur dalam KUHAP dan peraturan lain. Beberapa bentuk perlindungan terhadap 
pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, antara lain : Hak untuk mengetahui dasar/alasan 
penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak 
ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP, Hak untuk 
memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan 
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ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini 
dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP, Hak untuk mengeluarkan 
pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, 
Pasal 61, Pasal 62 KUHAP, Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk 
diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP, Hak untuk diperlakukan 
sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 
KUHAP.  
Di luar Kuhap perlindungan tersangka juga diatur dalam peraturan lain seperti: 
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian no. 14 tahun 2012 Tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak pidana pasal 66, Asas- asas yang melindungi tersangka seperti 
asas persamaan dimuka hukum, Asas praduga tidak bersalah, dan setiap orang 
berhak memperoleh bantuan hukum dalam Undang-undang no 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Tata cara penyidikan sesuai Peraturan Kepala 
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 tahun 2014 
Tentang Standart Operasional Prosedur Perencanaan penyidikan tindak pidana,  
Penerapan peraturan perlindungan tersangka di Polresta Surakarta dalam kasus 
pembunuhan dengan sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di 
Indonesia apabila tersangka sudah didampingi kuasa sehingga hak- haknya 
sebagai tersangka sudah dipenuhi. Tetapi bila tersangka bulum didampingi dari 
awal penyidikan maka kuasa hukum akan kesulitan untuk mendampingi 
dipersidangan karena ada BA penolakan kuasa hukum.  
Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menghormati hak tersangka 
Pembunuhan sangat bervariasi seperti Faktor pengalaman kerja dan kurangnya 
pengetahuan penyidik tentang hak asasi manusia, jumlah penyidik dan kasus 
kejahatan tidak seimbang, Tidak tersedia tenaga ahli untuk tersangka cacat fisik, 
Tersangka kurang akomodatif sehingga penyidikan berjalan lama, kendala ini 
tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk 
mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai 
Pasal 184 KUHAP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat 
fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa 
mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut, dan apabila tersangka dari awal 
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tidak didampingi kuasa hukum apabila kasus sudah berjalan lama maka apabila 
akan meminta bantuan kuasa hukum untuk didampingi maka kuasa hukum akan 
kesulitan untuk mendampingi karena ada BA penolakan kuasa hukum. 
4.2 Saran 
Penyidik sebaiknya dalam memandang HAM tersangka tidak hanya 
menggunakan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, tetapi 
bisa juga memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani.  
Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia 
merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati 
serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa 
yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan 
peraturan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut. 
Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada 
dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan 
itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi. 
Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada haruslah diperlukan penyidik yang 
sabar dan cerdas. Sebaiknya dalam menjadikan seseorang untuk menjadi penyidik, 
harus ada test atau ujian khusus yang menunjang polisi untuk bertugas pada 
bidangnya (penyidikan) seperti bahasa isyarat, agar apabila dalam suatu kasus, 
penyidik bisa langsung melakukan penyidikan dan tidak perlu mendatangkan 
seorang ahli, sehingga proses penyidikan bisa langsung bisa dilakukan dan 
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